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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA )
NOMOR : 050/SK/DIKNAS-03 /79y (2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2
LIKUPANG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka pengembangan mutu pendidikan,
dibutuhkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan
masyarakat;

b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Likupang Barat
merupakan lembaga satuan pendidikan yang berperan dalam
memberikan akses layanan pendidikan pada masyarakat;

c. bahwa untuk maksud peint a dan b di atas perlu menetapakan
izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Neger 2
Likupang Barat;

Mengingat : a. Undang-Undang MNomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain
Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional;

¢. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagalamana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1990 Tentang Pendidikan Menengah:

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan
Nasional;

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
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MermeihGiiaPresser ke pesiABhonan Kepala Sekolah Negeri 2 Likupang Barat
tanggal 2 Oktober 2017;
b. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Daerah
Provinsi Sulawes! Utara Minahasa Utara-Kota Bitung Nomor .
420/Dikdacabdin-04/0307/2017 Tanggal 11 Oktober 2017;

MEMUTUSKAN
Menetapkan -
KESATU : Memberikan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Negeri 2 Likupang Barat;
KEDUA : Dalam melaksanakan operasional sekolah sebagaiamana pada

diktum KESATU, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2

Likupang Barat harus memperhatikan hal-hal sebagal berikut:

a. Dalam pelakasanaan kegiatan belajar dan mengajar harus
menggunakan kurikulum sesual dengan ketentuan;

b. Mematuhl Ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah
Kejuruan yang berlaku secara Nasional maupun di Daerah;

¢. Melaporkan secara berkala perkembangan sekolah kepada
Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini
dibebankan pada anggaran Yang bersesuaian pada Dinas
pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

KEEMPAT - Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan
diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Manado
pada Tangaa _: #F November 2017

PENDIDIKAN mr_a/aﬂ
LAWESI UTARA, /,

Tembusan Yth 1

1. Gubernur Sulawesi Uara.

7. ‘Wakil Gubernur Sulawes| Utasa

3, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesl Utara
4, Arsip.
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SURAT PERJANITAN KERJASAMA ;
antara |
KEPALA SUBDIT KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA

SELAKU PEJABAT nmgﬁT KOMITMEN
KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN SMK
SUBDIT KELEMBAGAAN DAN SARANA P
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

“--dengan
KETUA TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARL (USB)-SMK
SMK NEGER] 2 LIKUPANG BARAT

NOMOR : 6012/D5.4/KU/2015

TENTANG

BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMK APBNP
SMK NEGERI 2 LIKUPANG BARAT

Fada hari ini Selasa tanggal tiga b_q[gnr_ﬁngWthmd_wmﬁmf yang

bertanda tangan di-bawati-ini=
R

SRS Ay T

Nama :.- Moehammad Saleh, 5.p.

Jabatan +  Kepala Subdit Kelembagaandan-Sarana Prasarana
Selaku Pefabat Pembuat Komitman Keglatan Pembinaan SMK

Alamat Kantor : Direktorat Fembinaan Sekolah Menengah Kejuruan i
Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantal 12 ot B
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Berdasarkan Surat Keputusan Direltur Pembinaan. SMK selaky Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Pembinaan SMK Nomaor: S{JEE,FDE.IIHLIHEUIS-:nnggﬂ 28 September 2015,
tentang Perubahan atas- Keputusan Direktur Pembinaan SMK salaky Kuasa Pengguna
Anggaran Direktorat Pembinaan SMi Nomor: 1085/D3.1/KU/2015 tanggal 24 Junl 2015
"eNtang Perubahan atas Keputusan Direktyr Pembinaan SMK selaky Kuasa Pengguna
Anggaran Direktorat Pembinaan SMK Nomor: 001/D3.1/KU/2015 tanggal 2 Januari 2015
tentangpengangkatan Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan"
dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Jabatan, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagal PIHAK PERTAMA,
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¥.2 Nama . Hans G. Sampurena

e Jabatan

Ketua Tim Pendirl USB. SMK Negerl 2 Likupang Barat
Alamat Kantor  : Jalan Desa Tambun Jaga II Ke. Ukupang Barat, Kab.Minahasa Utara
| Sulawes| Utara

Berdasarkan  Surat Keputusan Ketua Tim  Pendir Kepala Dinas Nomo
BO0/DPPO/0S25/V1/2015 tanggal 19 Junl 2015 tentang Pengangkatan Tim Pendir (USB
SMK /Kepala SMK Neger! 2 Likupang Barat, dalam hal Inl bertindak untuk dan atas narr
Jabatan dan selanjutnya dalam perjanflan Inl disebut sebagal PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Nota Kesepahaman antara Direktur Pembinaan: SMK dengan Minahasa Utara Nomo
6013/D5.4/KU/2015 Tanggal 3 November 2015; i

2. Daftar Islan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Un
Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Tahun' Anggaran 20
Nomor : SP DIPA- 023.03.1.419515/2015, tanggal 14 November 2014; %

3. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen: tentang Penetapan Penerima Dana Bantua:
g:.ts Sekolah Baru (USB)-SMK tahun 2015, Nomor: "5971/D5.4/KUf2015 tanggal 3 Novembe

]

4. Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK 2015

MEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suat
Surat Perjanjlan Kerjasama dengan ketentuan sebagal berikut :

Pasal'l
TUJUAN DAN JENIS BANTUAN

|
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4 dritars PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA Bertujuan untuk melaksanakar

peningkatan’ Ketersadiaan, Keterjangkauan kualitas dan relevansi serta Kesetaraan Layanal

Pendidikan melalui pendirlan (USB)-SMK Negeri 2 Ukupang Barat dengan mendayagunaka:
potensi sumber daya dari KEDUA BELAH PIHAK dan masyarakat setempat.

4. Jenis bantuan adalah bantuan soslal dalam bentik’dana urituk Pembangunan USB SMK.

Pasal 1;
RUANG IIHGI{#P

1. Kerasama Inl meliputl pekerfaan Pa'nba‘nguqan Gedung Pembelajaran (ruang teori, ruan:
praktik, kamar mandl/WC siswa, selasar bangunan, pengadaan perabot ruang teorl, blay:
perencanaan dan pengawasan serta blaya pengelolaan adminlstrasl) dalam rangka Pendiriar
(USB)-SMK Negerl 2 Ukupang Barat tahun anggaran 2015 sesual dengan Rencan;
Penggunaan Dana (RPD) terlamplr, * _

2. Paket keahllan yang akan dikembangkan.dalam pendirian Unit Sekolah Baru tersebut meliput
paket : . N
1. Administrasl Perkantoran
5 i



Pasal 3
i PELAKSAMNAAMN PEKERJAAN
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1, Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Negerl 2 Ukupang Barat
mengacy pada Petujuk Teknis Bantuan Pembangunan, Unit Sekalah Baru (USB)-SMK. tshun
2014, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-5MK tahun 2015, Pedoman Pelaksanaan dan
Pengawasan Pembangunan Gedung SMK tahun 2015.

2. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut PIHAK.KEDUA dapat melakukan sacara swakalcla
dengan mellbatkan Dinas Pendidikan dan memberdayakan masyarakat maupun TNI atau
dengan menggunakan penyedia jasa.

3. PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran penggunaan dana bantuan
dan melakukan supervisi (apablla diperlukan). .

4, PIHAK KEDUA berkewajlban membuat laporan tertulls sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali
yaltu Laporan Awal, Laporan Kemajuan Pekerjaan (30%) dan Laporan Akhlr-(100%) meliput]
aspek administrasl, keuangan dan teknls kepada PIHAK PERTAMA yang disetujul oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

5. Pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara swakelola atau melalul Penyedia Jasa.
Prinsip pelaksanaan dilakukan sesual dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/lasa Pemerintah dan perubahannya.

6. Laporan hasll pekerjaan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan

r Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Tahun 2015.

Pasal 4
‘PEMBIAYAAN

L. Jumjah dana bantusn. darl: PIHAK PERTAMA sebesar. Ro:
S ramsidelapanpuluhsatu juta tujuh, ratusidbd niplan aituk
* sekolah'Baru (USB)-SMK,

i 2. Dena yang bersumber darl PIHAK PERTAMA dibebankan pada (DIPA) Satuan Keriz
, Dirsktorat Pembinaan SMK Unit Keglatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidlkar

SMK-Nomor : SP DIPA- 023.03.1.419515/2015, ungg;l;.j_&_ﬂnvpmhu 2014, Dalam dan:
‘ teresbut sudah termasuk pajak-pajak sesual ketentuan yang beriaku.

:t-l '._

' oo,wm milyar enam
atan rian 1 (satu) Unit

! Pasal 5.
- PENYALURAN DANA

|E Penyaluran dana bantuan Pembangunan USB-SMK dilakukan secara sekaligus melalt
i pemindahbukuan darl rekening kas negara oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negar
) (KPPN) Jakarta III ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku Bank Penyalur yang selanjutny
2 diteruskan ke rekening PIHAK KEDUA pada:

Mama Bank 1 BRI
KANCA/KCP TERDEKAT

MNao. Rekening

Atas nama

I ——_ L L
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Pasal 6
WAKTU PELAXSANAAN PEKERJAAN

F Compressor Free Version
f]%'h'ﬁkh.: peIl)a

aksanaan Pekerjaan USB-SMK yang dananya bersumber darl PIHAK PERTAM
harus mencapal kemajuan fislk 30% paling lambat dalam waktu 90 harl kalender sajz
diterimanya dana dl rekening PTHAK KEDUA. -

. Waktu pelaksanaan pekerjaan USB-SMK yang.dananya bersumber dari PIHAK PERTAM,
harus diselesalkan (kemajuan fislk 100%) paling lambat dalam waktu 210 harl kalende
terhitung sejak diterimanya dana di rekening PIHAK KEDUA,

Pasal 7 e
KEWAJIBAN

PIHAK :IE:IEHTA memproses an_aluran-dam bantuan sesual pasal 5 tersebut diatas
salamba ¥a 10 (sepuluh) harl kerja.sejak dokumen perjanjlan kerjasama dar
kelengkapannya dinyatakan lengkap dan sesual. .

KEDUA bertanggung fawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan baik
secara administrasl, keuangan dan teknls,

PIHAK KEDUA berkewaflban mencatat pengeluaran dan penerimaan dalam buku kas sesual
dengan peraturan yang berlaku,

PIHAK KEDUA berkewajiban menunalkan kewajlban perpajakan sesual dengan peraturan
yang berlaku.

PIHAK KEDUA wajlb melaksanakan serah terima hasll pekerjaan/pengadaa
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Minahasa Litara untuk USB SMK Neg

sebagal aset P""m”hh-m“ﬂﬂmﬂﬂﬁfﬂiuﬁzﬁhﬂ; “’ﬂ‘ﬂ“

. Aset Hasll Pembangunan (USB)-Sh K dilampid daftar hasil pembanc DA ;-
THAK KEDUA. mempe; nnazaﬁmh 0, haslf pelaicarnsalt pembafigunan (USB)-SMK
“'sesual defigan” Petlinjuk’ Teknis Bantuan embangunan (USB)-SMK tahun 2015, Pedoman

Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan (USB)-
SMK tahun 2015, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK tahun
2015.

PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PTHAK PERTAMA, apabila dana bantuan sudah
diterima di rekening PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kepada PIHAK
PERTAMA untuk mencairkan dana pada tahun anggaran berlkutnya, apabila dana tidak
dapat disalurkan pada tahun anggaran berjalan (tahun 2015).

- Apablla PIHAK KEDUA merencanakan akan mengadakan perubahan terhadap gambar

rencana maka PIHAK KEDUA wafib. mengajukan permintaan persetujuan terleblh dahulu
kepada Direktorat Pembinaan SMEK atas rencana perubahan_dimaksud, Hal-hal yang terkalt
dengan surat perjanjlan Inl yang dapat dimintakan perubahan hanya gambar rencana (Master
Plan) jangka waktu pelaksanaan  dan RPD,

. Pasals .
[FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan “Force Mafeire” adalah kejadian di luar kekuasaan PIHAK KEDUA
balk langsung maupun tidak langsung antara lain karena gempa bumi, petir, banjir,
kebakaran, sabotase, huru hara, kebljakan moneter, dan perang. Peristiwa yang tidak dapat
dielakkan tersebut harus mendapat pengakuan/keterangan. dari plhak yang berwenang.
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3.

Akibat yang timbul disebabkan butir 1 di atas saat pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA

kan me idifHAK PERTAMA paling lambat 3 x 24 jam setelah
AR S Do GoA i FTHAK e
Apabila laporan tertulls dilakukan meleblhl batas waktu yang ditentukan, PIHAK KEDUA

tidak dapat menuntut haknya yang diakibatkan oleh keadaan Force Majeure,

Pazal 9
SANKSI

- Apablla PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajlban menyampalkan laporan sesual dengan

Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan (USB}-SMK tahun 2015, Pedoman Penyusunan
Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan = USB-SMK tahun
2015, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK tahun 2015, maka
PIHAK KEDUA akan dimasukkan ke dalam daftar hitam (Black List) pemberian bantuan
Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK pada tahun g

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhl seluruh kewafiban sesual dengan diktum yang
tertuang dalam Surat Perjanflan Kerjasama Inl beserta lamplrannya maka PIHAK KEDUA
wajib mengembalikan seluruh dana bantuan dengan menyetorkannya ke Kas Negara,

Segala sesuatu yang terjadl setelah pelaksanaan pekerjaan selesal antara lain kerusakan dan
pemeliharaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

<. Apablla terjadi keruglan Negara akibat penyalahgunaan dana bantuan menjadl tanggung

4.

jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

Pasal 10
LATN-LAIN

PIHAK PERTAMA memberikan bimbingan ‘teknis" dan = upervisl  (apabila diperiukan)
. terhadap pelaksanaan: danpenggunaan dana-"bu'ﬁﬂﬁ?ﬁfﬁﬁﬁ%%ﬁﬁ

‘dilakukan cleh PIHAK

- Perubahan atas Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan KEDUA

BELAH PIHAK dalam hal:

Perubahan dan atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Surat Perjanfian

Kerjasama Inl, akan dimusyawarahkan cleh KEDUA BELAH PIHAK.

Apablla terjadl perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerjasama inl, KEDUA BELAH

PIHAK sepakat untuk menyelesalkan secara m awarah untuk mufakat.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjlan Kerjasama ini atau perubahan-

perubahan yang dipandang perlu oleh kedua' belah pihak, akan diatur lebih lanjut dan

merupakan baglan yang tidak terplsahkan darl Surat Perfanjlan Kerjasama Ini.

Dokumen yang merupakan baglan yang tidak terplsahkan darl Surat Perjanjlan Kerjasama

Pemberian Bantuan inl adalah: -

a, Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan (USB)-SMK tahun 2015;

b, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Permbangunan (USB)-SMK tahun 2015; :

C. Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung SMK tahun 2015,

d. Surat Keputusan Ketua Tim Pendil Kepala Dinas Nomor : 800/DPPO/O525/V1/2015
tanggal 19 Juni 2015 tentang Pengangkatan Tim Pendirl SMK Negeri 2 Likupang Barat.



il . Pasal 11
ey PENUTUP
; 1. Surat Perjanjlan Kerjasama Inl dibuat rangkap 3 (tiga) yang mempunyal kekuatan huk

yang sama, ditandatanganl dan bermateral.Rp. 6.000,- (enam ribu ruplah)

g I‘Eego ressor Free Version _
. a ini mulal berlaku sejak tanggal ditanda tanganinya Surat Perfanjian Kerjasama ini

NIP. 19651110198902 1004

1983031004
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